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PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Kwd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7505015003920001, tempat dan tanggal lahir di Gentuma,
10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan XXXXX XXXXXXX,
pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN
GORONTALO UTARA sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7505010608750001 tempat dan tanggal lahir di Gentuma, 06
Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan
SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO
UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor
125/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Atinggola XXXXXXXXX
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XXXXXXXXX XXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 128/18/VI11/2010, tertanggal 26 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA
selama 1 (minggu), dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa
Gentuma,  XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX ~ XXXXXXXXX  XXXXX
kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN
GORONTALO UTARA sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah
rumah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang
bernama :

o Fathir Anuz, NIK 7505060509110001, tempat tanggal lahir, Nanati
Jaya, 05 September 2011, usia 11 tahun. Sekarang tinggal
bersama Penggugat;

o Asmar Anuz, NIK 7505060606150001, tempat tanggal lahir, Nanati
Jaya, 06 Juni 2015, usia 8 tahun. Sekarang tinggal bersama
Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah sudah
larut malam dalam keadaan mabuk karena minum minuman
beralkohol;

o Bahwa Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat
dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering
menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman
Tergugat;

o Bahwa Tergugat pernah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan dalam
rumah tangga terhadap Penggugat dengan menampar wajah
Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada Agustus 2022 terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat
dari rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA sedangkan
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Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama di
KABUPATEN GORONTALO UTARA,;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan
dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/DNJ-
KGR/151/VI11/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yasir Anuz bin
Umar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.  Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Subsider:
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan,
kemudian Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan
Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga,
akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah

memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada
Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua
Majelis menunjuk Nur Afni Katili, S.H.l, Hakim Pengadilan Agama Kwandang,
sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh
proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi
tertanggal 16 Agustus 2023, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil
mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Sidang;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan
Tergugat, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

+ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor 128/18/VI1/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA
Atinggola XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Provinsi Gorontalo. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos
serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P1;
« Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fathir Anuz Nomor
7505CLT0608201219443 tanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P"2;
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« Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asmar Anuz Nomor 7505-LT-
17122015-0097 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXxX.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA,

di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:
. Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama
PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;
. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama Fathir Anuz dan Asmar Anuz Saat ini kedua anak tersebut
tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah mulai bertengkar
sudah tidak lagi rukun dan harmonis mulai sering berselisih dan
bertengkar;

. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam,
Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat
tidak memberikan perhatian dan saksi pernah melihat Tergugat memukul
Penggugat;
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. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1
tahun yang lalu;
. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah
tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi
lagi;
. Bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi 2, Riti Olii binti Amir Olii, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxx XxxXX Xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan
sebagai berikut:
. Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama
PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;
. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
yang bernama Fathir Anuz dan Asmar Anuz Saat ini kedua anak tersebut
tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah mulai bertengkar
sudah tidak lagi rukun dan harmonis mulai sering berselisih dan
bertengkar;

. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman
beralkohol hingga mabuk, dan Tergugat sering pulang larut malam;
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. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1
tahun yang lalu;

. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah
tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak salingberkomunikasi
lagi;

o Bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati

Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya
untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan
bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah
XXXXXXXXX  XXXXXXXXX XXXXX yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara
ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat
mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

il bz ans ol Jlsigljsmi =i Ol
Artinya:
Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan
dengan bukti-bukti (persaksian);
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak sejak awal menikah mulai bertengkar sudah tidak lagi
rukun dan harmonis Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar
disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk,
dan Tergugat sering pulang larut malam, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, oleh karenanya Penggugat
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memohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat secara sah pada tanggal 24 Juli 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa terdapat hubungan
keluarga antara Tergugat dengan anak yang bernama Fathir Anuz pada tanggal
06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa terdapat hubungan
keluarga antara Tergugat dengan anak yang bernama Asmar Anuz pada

tanggal 17 Desember 2012;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan

Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 24
Juli 2010 kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama
sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang pada awalnya
rumah tangganya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sejak awal
menikah mulai bertengkar sudah tidak lagi rukun dan harmonis rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar secara terus-menerus
yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga
mabuk, dan Tergugat sering pulang larut malam sampai akhirnya Penggugat
dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan selama
itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan keduanya pernah
didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis,
namun kemudian sejak sejak awal menikah mulai bertengkar sudah tidak lagi
rukun dan harmonis sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan
karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan
Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat
dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan selama itu
tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak
berhasil;
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- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat perselisihan dan
pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya
pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga
seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan
isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah
selama sekitar 1 tahun yang lalu dan selama itu tidak melaksanakan kewajiban
sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin, hal itu merupakan satu
indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah
pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut
menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang broken marriege dan
tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang
sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal,

tidak tercapai;
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Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang
dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di
antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera
akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila
salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-
cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah
menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu
kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah
tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan
sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan
sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini,
maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi
dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan
kaidah fighiyah yang berbunyi;

alas)l > Gle paio swlioll 555
Artinya:
Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
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huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di
persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula
dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figih Sunnah
Juz Il halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang
berbunyi:

s13,91 05 izodl lyicl ol vazg )l disn riolall sa) balges cais 318

Logiz: 2oV 6 o ladl 2o laglliol u & uinsdl plgs azo Hlay Y Loo
asl asll lgall
Artinya:
Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena
pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan
karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu
mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam
sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami
istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat
mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi

yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
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Petitum Tentang Nafkah Anak
Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 4 memohon
kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah
pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
bulan dengan kenaikan 10% per tahun untuk anak pertama yang bernama
Fathir Anuz dan Asmar Anuz yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak
amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa anak termasuk keluarga terdekat maka sesuai
dengan Surah Al-Isra’ Ayat 26 telah disebutkan agar memberikan hak (nafkah)
kepada keluarga-keluarga terdekat maka setiap ayah hendaknya
mendahulukan memberikan nafkah kepada orang terdekat yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun;

b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

C. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;

d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (orang
tua), anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,
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pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua
Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh
hak anak lainnya.”
Menimbang, bahwa dalam perkara Hakim memandang perlu pula
mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78
dan [l'anatut Thalibin IV: 99 dan kemudian mengambil alih menjadi

pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

b9muSg affig glio, o g liue Tl w9 ill pgis Ol LYI e ol
&n)b,

:Artinya
“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik

dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

1> psasly oo o OIS LalLlaoaiw] sl o8 slg sl - Yl (s wisais
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Artinya:
“Yang wajib memberi nafkah itu ialah ayahnya, maksudnya walaupun anak itu
telah baligh karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada
hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (Hindun). (I'anatut Thalibin IV :
99)

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam
kitab Muhazzab Juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis
bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah
bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar,
Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya

mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
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Menimbang bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak
kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan
ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. (Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 13 Nomor 5)

B rall allo 535 1 gguitall ] (b Olbiw ul d295) pYudly 83all ade Jlsg
ity iy LS, Lo

Artinya:

Nabi Muhammad saw bersabda kepada istri Abu Sufyan di dalam hadits

masyhur: “Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu’.

(Kifayatul Akhyar Il : 136)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tuntutannya agar nafkah anak
diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak
tersebut dewasa/mandiri, Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak
bersifat assesoir oleh karena itu tuntutan ini harus mengikuti pokok gugatan
sehingga penjatuhan kewajiban pemberian nafkah anak harus diberikan setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah
nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran
serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas
kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan
kemampuan finansial Tergugat (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2)
sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Hakim menilai
bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk
menggugurkan kewajiban Tergguat kepada anak Tergugat yang bernama 2
(dua) orang anak yang bernama Fathir Anuz usia 11 tahun dan Asmar Anuz
usia 8 tahun. Oleh karena itu, Hakim menilai Tergugat tetap memiliki kewajiban
untuk memberikan nafkah anak dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi
harus tetap memperhatikan kemampuan Tergugat dengan pertimbangan
berikut.
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Menimbang, bahwa anak Penggugat dan tergugat adalah anak yang
masih di bawah umur, yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama Fathir Anuz usia
11 tahun dan Asmar Anuz usia 8 tahun; masih membutuhkan biaya kehidupan
yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh
Penggugat yang hanya sebagai ibu rumah tangga maka akan terasa berat, oleh
karenanya Hakim menilai Tergugat juga harus ikut andil dalam memberikan
biaya kehidupan anak ini;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan
Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun
sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi
bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang
sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata
uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang
dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan
tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir
berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak
yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan
psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa
pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen)
setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut
dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini
sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 03
Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah terhadapanak
Penggugat dan tergugat tersebut, maka Hakim akan merujuk kepada
penghasilan Tergugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkritkan asas kepatutan dan
kemampuan Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim menghitung jumlah
kepala dalam satu keluarga ditambah satu simpanan dibagi sama rata dengan
jumlah kepala keluarga dan simpanan, sehingga angka yang diperoleh dari
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pembagian tersebut menjadi nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala
di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah
adil, patut, dan wajar apabila Hakim mengabulkan untuk sebagian nafkah 2
(dua) orang anak dengan menetapkan menghukum Tergugat untuk
memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
sebesar besaran nafkah anak yang dibayarkan setiap bulan dengan kenaikan
10% setiap tahun yang diserahkan melalui Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk
sebagian maka terhadap gugatan Penggugat lainnya harus dinyatakan ditolak
untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang
abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan
gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa
Pengadilan “Menolak selain dan selebihnya”, selengkapnya sebagaimana
termuat dalam putusan di bawah ini;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwandang, Penggugat
telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka
berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Kwandang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Kwandang Tahun Anggaran 2023;

Penutup
Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada

hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Safar 1445 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh
Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
- Proses : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00
Jumlah : Rp0,00
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